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REVOLUSI DAN BENIH-BENIH  POLUGRI RI

Politik Luar Negeri RI mendapatkan bentuk awalnya dari usaha-usaha republik ini memperoleh pengakuan internasional guna mencegah kembalinya kekuasaan kolonial.

Yang mendasari pelaksanaan politik luar negeri ialah perhitungan awal para pemimpin nasionalis bahwa perjuangan bersenjata melawan Belanda tak akan berhasil mencapai sasaran.

Perlawanan bersenjata tidaklah dikesampingkan, akan tetapi kemerdekaan dipandang lebih dapat dicapai dan dipertahankan melalui proses diplomasi yang melibatkan mediasi pihak ketiga.

Proses seperti ini menjadi mungkin sejak awal berkat kehadiran militer Inggris yang mendapat tugas menerima penyerahan Jepang. Ketika kepentingan-kepentingan luar lainnya melibatkan diri selama tahun 1947 melalui media PBB, identitas internasional Indonesia semakin diperkuat.

Sehubungan dengan itu, Presiden Soekarno pada peringatan HUT RI Ke-3 mengatakan: “Bangsa Indonesia pasti akan ikut serta dalam menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Hal inilah yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia.”

Pengalaman mencapai kemerdekaan dengan cara seperti itu menunjukkan kegunaan suatu teknik diplomasi yang pada waktu-waktu berikutnya digunakan dalam menyelesaikan perselisihan internasional lainnya, kendatipun tidak seluruhnya berhasil.

Dalam masa revolusi nasional, dilaksanakannlah dua cara pelaksanaan politik luar negeri yang sangat berbeda dan bersaingan. Cara yang pertama adalah DIPLOMASI yang merupakan alat yang digunakan terutama untuk menjamin penyerahan kedaulatan. 

Cara lain adalah PERJUANGAN yang timbul dari segala keyakinan bahwa kemerdekaan sejati hanya akan dapat dicapai melalui konfrontasi tak mengenal kompromi dengan Belanda.

Walaupun esensi kedua cara ini berbeda, tetapi para pendukung kedua strategi ini memiliki titik temu dalam kesamaan pengalaman yang diteruskan kealam kemerdekaan.

Lalu pada akhirnya kebanggaan akan keberhasilan dalam revolusi, kesadaran akan wilayah yang sangat luas, jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang  melimpah, dan letak wilayahnya yang strategis melahirkan suatu keyakinan bahwa Indonesia ditakdirkan untuk memainkan peranan penting dalam mengelola tertib regional pada kawasan Asia Tenggara.

Presiden Soekarno menangani perselisihan internasional dengan cara desakan yang kuat dan penuh semarak, tetapi tidak mengabaikan penggunaan diplomasi dan mediasi pihak ketiga.

Suatu kementrian profesional yang diberi tanggung jawab menangani hubungan-hubungan luar negeri telah didirikan sejak awal, akan tetapi kementrian itu telah diombang ambingkan segera setelah kemerdekaan oleh kemelut pertentangan antar partai yang berusaha merebut peranan sebagai patron bagi mereka.

Pada periode Demokrasi Terpimpin, kurun waktu Presiden Soekarno menjadi suara politik Indonesia, semangat kerja kementrian luar negeri diperlemah karena persyaratan-persyaratan keahlian dan profesional ditempatkan dibawah pertimbangan-pertimbangan ideologis dan perlindungan politik.

Pada Dekade Demokrasi Parlementer, penentuan politik luar negeri sangat dipengaruhi oleh pertentangan terbuka antar kekuatan politik dalam negeri. Ketika kendala-kendala pertentangan partai sudah tidak ada lagi pada masa Demokrasi Terpimpin penentuan politik luar negeri menjadi hak  istimewa sekelompok kecil orang.

Sejak penghujung tahun 1950-an, saat Soekarno menjadi kekuatan politik yang dominan, proses pembuatan politik luar negeri bagaikan pembuatan keputusan di Istana Raja, yaitu Soekarno sebagai raja penentu kata akhir sedangkan elite di lingkungan istana bersaing untuk mempengaruhi raja dalam penyusunan kebijakan/politik luar negeri.

Pembuatan kebijaksanaan luar negeri Indonesia bukanlah melulu sebagai monopoli proses politik, tetapi juga dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, dan juga faktor agama Islam.

Pemerintahan Soekarno dan juga Soeharto sangat mengawasi dengan ketat politik luar negeri agar tidak didikte oleh pertimbangan-pertimbangan ideologi Islam. Pemerintah berusaha untuk tidak melibatkan diri pada masalah-masalah internasional yang dapat digunakan oleh kelompok Islam  untuk mengajukan tuntutannnya atau yang dapat digunakan untuk meningkatkan  posisi Islam dalam republik.

Prinsip ideal politik luar negeri Indonesia telah dinyatakan di negara ini sebagai “bebas” dan “aktif”. Prinsip ini dikemukakan pertamakali pada September 1948 oleh Muhammad Hatta.

Prinsip bebas aktif ini dipilih untuk menolak tuntutan sayap kiri agar RI berpihak pada USSR, dengan demikian juga untuk menghindarkan diri dari tuduhan Belanda, dan juga untuk membuat jarak dengan AS.

Pengalaman mencapai kemerdekaan meninggalkan suatu warisan yang unik pada politik luar negeri Indonesia. Periode Agustus 1945-Desember 1949 melahirkan suatu wawasan mengenai lingkungan internasional yang tak pudar oleh waktu.

Ketika Sutan Sjahrir menjadi Perdana Menteri dan sekaligus Menlu 14 November 1945, mengeluarkan kebijakan diplomasi, melalui perundingan-perundingan dengan pihak Belanda dan Inggris, sehingga kedudukan internasional Indonesia telah dipertinggi sebagai hasil derajat pengakuan de facto yang diberikan oleh AS, Inggris, Australia dan Cina, setelah penandatanganan Perjanjian Linggarjati.

Pengakuan itu, bagaimanapun juga tidak dapat memberikan suatu pertahanan fisik bagi republik yang ternyata ambruk sebelum serangan gencar Belanda. Dalam kondisi seperti ini, kepemimpinan politik hanya dapat bertahan dengan diplomasi yang mencari pengaruh dari pihak ketiga yang dapat menguatkan tuntutan Indonesia akan kemerdekaan. Maka tahun 1947, Sutan Sjahrir dan wakilnya Haji Agus Salim melobi India.

Pada akhir Juli 1947, pemerintah India, yang diikuti oleh pemerintah Australia, membawa masalah aksi militer Belanda ke DK PBB. Tindakan Australia menciptakan suatu preseden karena delegasinya mengutip Bab VII Piagam PBB yang menyangkut antara lain pelanggaran perdamaian.

Dalam bulan Pebruari 1948, segera setelah pembentukan pemerintahan Hatta, bekas PM Sjahrir mengemukakan sebuah pernyataan didepan KNIP yang mengandung benih-benih kebijaksanaan luar negeri pasca kemerdekaan, yaitu suatu keterikatan hati pada ketidakberpihakan (non-blok).

Ungkapan praktis awalnya ialah penolakan Sjahrir atas keberpihakan apapun kepada Uni Soviet yang dukungannya kepada Indonesia di PBB bersifat kontras dengan sikap mendua yang diperlihatkan oleh AS.
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